
Jadwal
Tanggal Efektif 29 Juli 2022 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 20 Maret 2024
Masa Penawaran Umum 13 - 15 Maret 2024 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) 20 Maret 2024
Tanggal Penjatahan 18 Maret 2024 Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia 21 Maret 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI 
INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, 
FAKTA, DATA/ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
Kegiatan Usaha Utama

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Menara PNM

Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: (021) 251 1404; Faksimili: (021) 251 1405
Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id

Kantor Cabang
62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan)

Kantor Unit Mekaar dan 641 (enam ratus empat puluh satu) Unit/ ULaMM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V, PERSEROAN TELAH MENERBITAKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.676.180.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih 
seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,40% 
(enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp341.030.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,55% (enam koma lima 
lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. 
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 30 Maret 2025 untuk Seri 
A dan 20 Maret 2027 untuk Seri B.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III PNM dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG 
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 
INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN 
ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI 
KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN 
DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT 
DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK 
DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD 
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK 
YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN 
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. 
PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) 
HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN 
YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN 
PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA 
TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN 
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

idAA+
(Double A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

danareksa
sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi) PT CIMB Niaga Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2024

IN
FO

RM
AS

I T
AM

BA
HA

N



PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut ”Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan 
Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM dengan target dana yang dihimpun sebesar 
Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat No. S-317/PNM-DIRUT/
KDP/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 
10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta 
peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPPSK”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan 
telah menerima Surat OJK No. S-165/D.04/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. 

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi V ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi 
Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk 
mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 (“Obligasi”) pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan 
Surat Persetujuan Prinsip No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022 (“Persetujuan Prinsip”). Apabila syarat-syarat 
pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan 
yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi 
Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan 
Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang 
disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor 
pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai 
data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana 
Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum 
ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”), kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri 
Sekuritas yang dalam hal ini terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai 
hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN 
LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI 
TAMBAHAN, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI 
MENGINVESTASIKAN DANANYA DI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT 
TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR 
INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN 
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.
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Pusat Investasi Pemerintah (“BLU 
PIP”) dan Perseroan

 

Bank Pan Indonesia (“Bank Pan”) 
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Danamon Indonesia Tbk (“Bank 
Danamon”) dengan Perseroan

 
Syariah I (“Musyarakah I”) 

 

(“Musyarakah II”) sebesar 

 

Pusat Investasi Pemerintah (“BLU 
PIP”) dan Perseroan

 

Bank Pan Indonesia (“Bank Pan”) 

 

antara Perseroan (“Debitur”) dan 
PT Bank SBI Indonesia (“Bank”)

 

Perseroan (“Debitur”) dan PT 
Bank Mizuho Indonesia (“Bank”)

 

Perseroan (“Debitur”) dan PT 
Bank ICBC Indonesia (“Bank”)
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Debitur (“Debitur”) dan PT Bank 
of India Indonesia (“Bank”)

 

dan antara Perseroan (“Debitur”) 

Bank Indonesia (“Bank”)
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Debitur (“Debitur”) dan PT Bank 
of India Indonesia (“Bank”)

 

dan antara Perseroan (“Debitur”) 

Bank Indonesia (“Bank”)
 

 

 

 

 

 

 

antara Perseroan (“Debitur”) dan 
Citibank, N.A (“Bank”)
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antara Perseroan (“Debitur”) dan 
PT HSBC Indonesia (“Bank”)
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antara Perseroan (“Debitur”) dan 
PT HSBC Indonesia (“Bank”)

 

Perseroan (“Debitur”) dan PT 

Barat dan Banten Tbk (“Bank 
BJB”)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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- 

 

- 

- 

 

Perseroan (“Debitur”) dan PT 

Barat dan Banten Tbk (“Bank 
BJB“)

 

dan antara Perseroan (“Debitur”) 
dan PT Bank BCA Syariah (“Bank 
BCA Syariah“)
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Perseroan (“Debitur”) dan PT 
Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank”)

 

Tbk (“Bank”) dengan Perseroan 
(“Debitur”)

 



51

 

Perseroan (“Debitur”) dan PT 
Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank”)

 

Tbk (“Bank”) dengan Perseroan 
(“Debitur”)

 

antara PT Bank DKI (“Bank”) 
dengan Perseroan (“Nasabah”)

 

antara Perseroan (“Debitur”) 

(“Bank”)

 



52

(“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sesuai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Badan Usaha Milik Negara (“ ”)  dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk me

(“ ”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang 
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(“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sesuai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Badan Usaha Milik Negara (“ ”)  dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk me

(“ ”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang 

 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia tanggal 2 November 2023 (“
”). Sehubungan 
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3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 
3/MBU/03/2023”) serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
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3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 
3/MBU/03/2023”) serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 

–
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tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“
”), Permen BUMN No. PER , 

bentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“
”), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan 

 

Bank (“ ”), 



61

 

 

 

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“
”), Permen BUMN No. PER , 

bentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“
”), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan 

 

Bank (“ ”), 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nominasi (“ ”), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan 

 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (“ ”), Perseroan 
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1. 

(“Shahibul Maal”) 

(“Mudharib”)

“Fasilitas Pembiayaan”), 
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2. 

(“BTN”) dan Perseroan

–

3. 

(Persero) (“SMF”) 

4. 
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2. 

(“BTN”) dan Perseroan

–

3. 

(Persero) (“SMF”) 

4. 

(Persero) (“Shahibul 
Maal”) dan Perseroan 
(“Mudharib”)

5. 

(“Pemerintah RI”) 

6. 

(“Debitur”) dengan PT 
–
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(“Bank”)

 –

 

 –

 

7. 

Perseroan (“Debitur”) 

(“Bank”)

–
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(“Bank”)

 –

 

 –

 

7. 

Perseroan (“Debitur”) 

(“Bank”)

–

8. 

Perseroan (“Debitur”) 

(“Bank”)

- 

- 

- 

- 

“Mekaar” (Membina 

- 

- 
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(“ ”)

(“ ”)

(“ ”) mengenai 

(“ ”)
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(“ ”)

(“ ”)

(“ ”) mengenai 

(“ ”)

 

 

 

Madani (“ ”)

(“ ”)

(“ ”)

(“ ”)
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(“Pefindo”)

“IOSCO”

“ACRAA”
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telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“KNMTR”) (firma anggotan Crowe 
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telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“KNMTR”) (firma anggotan Crowe 
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(“ ”) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih 
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Ref. No.: 8055/MMI-HJM/II/2024 Jakarta, 29 Februari 2024 
 
Kepada Yth. 
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI  
Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia,  
Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920 
 
Sebagai Penjamin Pelaksana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 
2024: 
 
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi) 
Gedung BRI II Lantai 23 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46,  
Jakarta 10210 
 

PT INDO PREMIER SEKURITAS  
Pacific Century Place, 16F, SCBD Lot. 10  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta 12190 

PT CIMB NIAGA SEKURITAS  
Graha CIMB Niaga Lantai 25  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,  
Jakarta 12190 

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi) 
Menara Mandiri 1 Lantai 25  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54 – 55, 
Jakarta 12190 

    
 
Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DALAM RANGKA 

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 
2024 

 
Dengan hormat, 
 
Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law 
Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) 
Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. 
STTD.KH-14/PJ.1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh 
Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas 
yang berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi Jakarta 
Selatan 12920 (selanjutnya disebut “Perseroan”), sesuai dengan Perjanjian Pengadaan Konsultan Hukum 
Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi V PNM Tahun 2022 No. KPBJ-016A/PNM-PPI/IV/2022 
tanggal 27 April 2022, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut “Uji Tuntas”) terhadap 
Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut “Laporan Uji Tuntas”) serta 
selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut “Pendapat Hukum”) sebagaimana disyaratkan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan 
Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Obligasi Tanpa Warkat 
(scriptless) dengan nama Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM dengan target dana 
sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang diterbitkan secara 
bertahap, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
1. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 

2022 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut 
“Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I”), yang terdiri dari: 
 
a. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat 

koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender 
terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022, dengan jumlah pokok Obligasi Seri A sebesar 
Rp884.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang telah dilunasi pada 
tanggal 23 Agustus 2023. 
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b. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima 
koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 11 
Agustus 2022, dengan jumlah pokok Obligasi Seri B sebesar Rp116.000.000.000,00 (seratus 
enam belas miliar Rupiah). 

 
2. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II PNM Tahap II, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap 

II Tahun 2024  dalam jumlah Dana Obligasi sebesar Rp1.676.180.000.000,00 (satu triliun enam ratus 
tujuh puluh enam miliar seratus- delapan puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut “Obligasi Berkelanjutan 
V PNM Tahap II”), yang terdiri dari: 
 
a. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari 

Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri A sebesar 
Rp1.335.150.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta 
Rupiah) 
 

b. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri B sebesar Rp 341.030.000.000,00 (tiga ratus 
empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah). 

 
3. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dan /atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah 

sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM dikurangi 
dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I dan Tahap II yang kepastian jumlah tiap tahapnya 
akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM 
Tahap III dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Berkelanjutan V PNM. 

 
Dalam rangka penawaran umum dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah 
menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat dan telah menandatangani Akta Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 16 tanggal 28 Februari 2024 yang 
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan tidak memiliki 
hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan 
Sebagai Wali Amanat (“POJK No. 19/POJK.04/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.  
 
Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri 
Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas, keempatnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta 
yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut “Penjamin Pelaksana Emisi”) 
dan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 
2024 No. 18 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta. PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan 
Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia. 
 
Seluruh dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 
2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan 
kepada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). 
 
Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut “Pefindo”) untuk melakukan 
pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. Berdasarkan 
Surat Pefindo No. RC-314/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan 
atas Obligasi Berkelanjutan V PNM Periode 3 April 2023 sampai dengan 1 April 2024, Pefindo menetapkan 
peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 senilai maksimum 
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-026/PEF-
DIR/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PNM 
Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). 
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b. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima 
koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 11 
Agustus 2022, dengan jumlah pokok Obligasi Seri B sebesar Rp116.000.000.000,00 (seratus 
enam belas miliar Rupiah). 

 
2. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II PNM Tahap II, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap 

II Tahun 2024  dalam jumlah Dana Obligasi sebesar Rp1.676.180.000.000,00 (satu triliun enam ratus 
tujuh puluh enam miliar seratus- delapan puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut “Obligasi Berkelanjutan 
V PNM Tahap II”), yang terdiri dari: 
 
a. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari 

Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri A sebesar 
Rp1.335.150.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta 
Rupiah) 
 

b. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri B sebesar Rp 341.030.000.000,00 (tiga ratus 
empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah). 

 
3. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dan /atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah 

sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM dikurangi 
dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I dan Tahap II yang kepastian jumlah tiap tahapnya 
akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM 
Tahap III dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Berkelanjutan V PNM. 

 
Dalam rangka penawaran umum dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah 
menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat dan telah menandatangani Akta Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 16 tanggal 28 Februari 2024 yang 
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan tidak memiliki 
hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan 
Sebagai Wali Amanat (“POJK No. 19/POJK.04/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.  
 
Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri 
Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas, keempatnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta 
yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut “Penjamin Pelaksana Emisi”) 
dan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 
2024 No. 18 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta. PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan 
Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia. 
 
Seluruh dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 
2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan 
kepada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). 
 
Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut “Pefindo”) untuk melakukan 
pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. Berdasarkan 
Surat Pefindo No. RC-314/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan 
atas Obligasi Berkelanjutan V PNM Periode 3 April 2023 sampai dengan 1 April 2024, Pefindo menetapkan 
peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 senilai maksimum 
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-026/PEF-
DIR/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PNM 
Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). 
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Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah 
memperoleh: 
a. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek 

Indonesia No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan 
Efek Bersifat Utang;  

b. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-165/D.04/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan 
Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. 

 
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan (“Undang-Undang Pasar Modal”), Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam 
Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran 
Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/POJK.04/2014”), dalam rangka 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 Perseroan menyampaikan informasi 
tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK. 
 
Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam 
Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani Dalam Rangka Penawaran 
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 8155/MMI-HJM/VII/2022 tanggal 6 
Juli 2022 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani 
Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 8053/ MMI-
HJM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 (“Tambahan Laporan Uji Tuntas”). 
 
ASUMSI-ASUMSI 
 
Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut: 
 
1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau 

pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 
2024 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah 
otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan 
lain adalah sesuai dengan aslinya. 
 

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan 
keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan 
kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal 
dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. 

 
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh 

bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas. 
 

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN 
 
Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di 
bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang 
kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan: 
 
1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi aspek (a) 

aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat 
Hukum ini, dan (b) hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sesuai 
dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk 
namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran 
Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar 
Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana 
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dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana 
diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 (“Standar 
Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM”). 
 

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas 
dari segi hukum juga kami lakukan atas anak-anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan 
memberikan laporan uji tuntas atas anak-anak perusahaan Perseroan sebagai berikut: 

 
2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas anak perusahaan yang 

berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari 
sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak 
perusahaan tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan 
mengendalikan perusahaan tersebut melalui anak perusahaan Perseroan (“Perusahaan Anak”); 
dan 

 
2.2 Sehubungan dengan penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain, 

pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan yang didirikan 
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perusahaan Anak memiliki penyertaan 
saham. Mengingat penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain tidak 
memberikan kontribusi yang material terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan 
dengan Perseroan, kami melakukan pemeriksaan hukum terbatas sesuai kebutuhan Konsultan 
Hukum dan memberikan laporan dari segi hukum terbatas atas penyertaan Perusahaan Anak di 
perusahaan lain yang terkonsolidasi dengan Perseroan dalam bab keabsahan penyertaan saham 
di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perusahaan Anak. 

 
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:  

 
3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya 

menyangkut bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi. 
 

3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, 
maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan 
Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, 
yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.  
 

4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya 
Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi 
hukum lain. 
 

5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami 
peroleh sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. 

 
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka 

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sehubungan dengan Pendapat 
Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku 
terhadap kami. 

 
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan 

dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa 
materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari 
Perseroan. 
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dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana 
diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 (“Standar 
Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM”). 
 

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas 
dari segi hukum juga kami lakukan atas anak-anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan 
memberikan laporan uji tuntas atas anak-anak perusahaan Perseroan sebagai berikut: 

 
2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas anak perusahaan yang 

berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari 
sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak 
perusahaan tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan 
mengendalikan perusahaan tersebut melalui anak perusahaan Perseroan (“Perusahaan Anak”); 
dan 

 
2.2 Sehubungan dengan penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain, 

pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan yang didirikan 
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perusahaan Anak memiliki penyertaan 
saham. Mengingat penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain tidak 
memberikan kontribusi yang material terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan 
dengan Perseroan, kami melakukan pemeriksaan hukum terbatas sesuai kebutuhan Konsultan 
Hukum dan memberikan laporan dari segi hukum terbatas atas penyertaan Perusahaan Anak di 
perusahaan lain yang terkonsolidasi dengan Perseroan dalam bab keabsahan penyertaan saham 
di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perusahaan Anak. 

 
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:  

 
3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya 

menyangkut bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi. 
 

3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, 
maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan 
Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, 
yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.  
 

4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya 
Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi 
hukum lain. 
 

5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami 
peroleh sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. 

 
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka 

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sehubungan dengan Pendapat 
Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku 
terhadap kami. 

 
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan 

dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa 
materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari 
Perseroan. 
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8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran 
nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai 
kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) 
memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) 
memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana 
Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami 
anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, 
ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban 
Perseroan kepada para krediturnya. 

 
9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu 

pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan 
pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek 
hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami. 

 
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa 

yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada 
substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang 
kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan 
Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya 
pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata 
sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang 
pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang 
diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis 
yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait. 
 

PENDAPAT HUKUM 
 
Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-
pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami 
atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum 
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, 
pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Tambahan Laporan Uji Tuntas 
Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:  
 
1. Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili di Jakarta Pusat 

dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta 
Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan 
Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana 
dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, 
telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 
4758/BH09.05/VIIl/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "Akta 
Pendirian"). 
 
Seluruh modal ditempatkan dan disetor pada saat pendirian, seluruhnya telah diambil bagian dan disetor 
oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 
Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan 
Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
tanggal 25 Mei 1999 dan dibuktikan dengan pencatatan pada Laporan Auditor Independen Hans 
Tuanakotta & Mustofa No. 040200 PNM OS SA tanggal 4 Februari 2000 perihal Laporan Auditor 
Independen. 
 
Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan. 
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2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana 
dinyatakan dalam: 
 
2.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Permodalan Nasional Madani No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Icuk Sugiarto, 
S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan 
Surat Keputusan No. AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, telah 
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113404.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 
2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 2009, 
Tambahan No. 18222 (”Akta No. 71/2008”). 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
 

2.2 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 20 
tanggal 15 Oktober 2009, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan 
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21416 tanggal 20 November 2009, 
telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079378.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 30 
September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 3 
September 2010, Tambahan No. 1178 (“Akta No. 20/2009”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 11 
Anggaran Dasar Perseroan, dengan mencabut ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar 
Perseroan. 
 

2.3 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 06 Juni 
2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 
AHU-0077602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar 
telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0060138 tanggal 23 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 September 2017, Tambahan No. 29838 (“Akta 
No. 12/2016”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk merubah jenis saham Perseroan dari yang 
semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B. 
 

2.4 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 42 tanggal 29 
September 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat 
Keputusan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, didaftarkan pada 
Daftar Perseroan No. AHU-0128107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan laporan 
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093860 tanggal 28 Oktober 2016 
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, 
Tambahan No. 29839 (“Akta No. 42/2016”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau 
penambahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 15 
Anggaran Dasar Perseroan. 
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2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana 
dinyatakan dalam: 
 
2.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Permodalan Nasional Madani No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Icuk Sugiarto, 
S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan 
Surat Keputusan No. AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, telah 
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113404.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 
2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 2009, 
Tambahan No. 18222 (”Akta No. 71/2008”). 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
 

2.2 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 20 
tanggal 15 Oktober 2009, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan 
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21416 tanggal 20 November 2009, 
telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079378.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 30 
September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 3 
September 2010, Tambahan No. 1178 (“Akta No. 20/2009”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 11 
Anggaran Dasar Perseroan, dengan mencabut ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar 
Perseroan. 
 

2.3 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 06 Juni 
2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 
AHU-0077602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar 
telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0060138 tanggal 23 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 September 2017, Tambahan No. 29838 (“Akta 
No. 12/2016”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk merubah jenis saham Perseroan dari yang 
semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B. 
 

2.4 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 42 tanggal 29 
September 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat 
Keputusan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, didaftarkan pada 
Daftar Perseroan No. AHU-0128107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan laporan 
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093860 tanggal 28 Oktober 2016 
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, 
Tambahan No. 29839 (“Akta No. 42/2016”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau 
penambahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 15 
Anggaran Dasar Perseroan. 
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2.5 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 31 tanggal 26 Januari 
2017, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar 
telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0073385 tanggal 20 Februari 2017, telah didaftarkan pada 
Daftar Perseroan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Februari 2017 serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 
1285/L (“Akta No. 31/2017”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah Pasal 5 Anggaran Dasar 
Perseroan. 
 

2.6 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang 
Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020, dibuat di 
hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-
0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar 
Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, 
Tambahan No. 045073 (“Akta No. 28/2020”). 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) peningkatan modal dasar 
Perseroan dari semula sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) 
menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan (ii) 
peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 
(satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus 
miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan. 
 

2.7 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang 
Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di 
hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima 
dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. 
AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 
AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 (”Akta No. 
12/2021”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) melakukan pengeluaran saham 
dalam simpanan (portepel) sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing 
saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya 
seharga Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil 
bagian oleh Negara Republik Indonesia; dan (ii) menyetujui penambahan modal yang ditempatkan 
dan disetor pada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) 
sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua 
triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus 
miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. 
 

2.8 Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani 
No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang 
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan 
dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan 
laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan 
hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. 
AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan 
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No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 
November 2021 (“Akta No. 59/2021”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan (i) Pasal 1 ayat (1) terkait 
perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional 
Madani atau PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) menjadi PT 
Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM; (ii) Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait dengan modal 
ditempatkan dan disetor; (iii) Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8) terkait dengan hak atas saham; (iv) Pasal 
10 ayat (7) terkait dengan Direksi; (v) Pasal 11 ayat (2) dan (10); (vi) Pasal 14 ayat (10) dan (32) 
terkait dengan Dewan Komisaris; dan (vii) Pasal 26 terkait penggunaan laba. 
 

2.9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 
0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 (“Akta No. 18/2023”). 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan kedudukan/domisili Perseroan 
yang semula di Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat 
(1) Anggaran Dasar Perseroan. 

 
Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta pada butir 
2.1 sampai dengan 2.9 di atas, yang selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”. Anggaran Dasar Perseroan 
telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/POJK.04/2014”). Belum 
disesuaikannya Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, dikarenakan 
Direksi Perseroan masih melakukan penelaahan atas ketentuan-ketentuan yang akan disesuaikan. 
Dengan belum disesuaikannya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 
33/POJK.04/2014 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, tidak 
mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014 serta 
berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana 
di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada 
Perseroan.  
 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 59/2021 dan Akta No. 
18/2023, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 
ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), pengumuman dalam 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya Akta No. 
59/2021 dan Akta No. 18/2023 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan 
kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka 
pengesahan yang diperoleh oleh Perseroan belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan 
Anggaran Dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan. 
 
Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 29 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan 
pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dibuktikan 
dengan: 
 
a. Surat Perseroan No. S-409/PNM-DIRKMR/SPR/XII/20 tanggal 10 Desember 2020 perihal 

Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), 
untuk pelaporan Akta No. 28/2020; 
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No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 
November 2021 (“Akta No. 59/2021”). 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan (i) Pasal 1 ayat (1) terkait 
perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional 
Madani atau PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) menjadi PT 
Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM; (ii) Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait dengan modal 
ditempatkan dan disetor; (iii) Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8) terkait dengan hak atas saham; (iv) Pasal 
10 ayat (7) terkait dengan Direksi; (v) Pasal 11 ayat (2) dan (10); (vi) Pasal 14 ayat (10) dan (32) 
terkait dengan Dewan Komisaris; dan (vii) Pasal 26 terkait penggunaan laba. 
 

2.9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 
0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 (“Akta No. 18/2023”). 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan kedudukan/domisili Perseroan 
yang semula di Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat 
(1) Anggaran Dasar Perseroan. 

 
Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta pada butir 
2.1 sampai dengan 2.9 di atas, yang selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”. Anggaran Dasar Perseroan 
telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/POJK.04/2014”). Belum 
disesuaikannya Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, dikarenakan 
Direksi Perseroan masih melakukan penelaahan atas ketentuan-ketentuan yang akan disesuaikan. 
Dengan belum disesuaikannya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 
33/POJK.04/2014 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, tidak 
mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014 serta 
berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana 
di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada 
Perseroan.  
 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 59/2021 dan Akta No. 
18/2023, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 
ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), pengumuman dalam 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya Akta No. 
59/2021 dan Akta No. 18/2023 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan 
kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka 
pengesahan yang diperoleh oleh Perseroan belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan 
Anggaran Dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan. 
 
Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 29 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan 
pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dibuktikan 
dengan: 
 
a. Surat Perseroan No. S-409/PNM-DIRKMR/SPR/XII/20 tanggal 10 Desember 2020 perihal 

Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), 
untuk pelaporan Akta No. 28/2020; 
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b. Surat Perseroan No. S-300/PNM-DIRKMR/SPR/VI/21 tanggal 8 Juni 2021 perihal Penyampaian 
Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk pelaporan 
Akta No. 12/2021; dan 

c. Surat Perseroan No. S-662/PNM-DIRKMR/SPR/XI/21 tanggal 3 November 2021 perihal 
Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani, untuk 
pelaporan Akta No. 59/2021. 

d. Surat Perseroan No. S-475/PNM-DIR.KMR/SPR/VII/23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Penyampaian 
Informasi Perubahan Alamat Kantor Pusat PT PNM, untuk pelaporan Akta No. 18/2023.  

 
3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan 

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip 
syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk 
mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-
prinsip perseroan terbatas. 

 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha: 
a. Jasa Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem 

tanggung renteng; 
b. Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan 

Rakyat/Syariah (BPR/S); 
c. Jasa manajemen dan kemitraan. 
 
Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa 
manajemen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko (“PP No. 5 Tahun 2021”), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh 
Perseroan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi dikarenakan harus memastikan 
aspek keselamatan jaminan serta perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan 
kepada masyarakat, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk 
Berusaha Berbasis Risiko (“NIB OSS-RBA”) dan Izin dalam hal ini Izin Usaha dari Otoritas Jasa 
Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021. 
 
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 
2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("PP No. 73/2021") dan POJK No. 
16/2019, yang mana bidang usaha yang dicantumkan dalam peraturan-peraturan tersebut, tidak terdapat 
dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan 
Usaha Indonesia (“Peraturan KBLI 2020”). Perseroan telah memperoleh NIB OSS-RBA No. 
0101220005059 tanggal 1 Januari 2022 yang berlaku efektif. Oleh karenanya, Perseroan tetap dapat 
menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.  

 
4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 

28/2020 jo. Akta No. 12/2021 adalah sebagai berikut: 
 
Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang 

terdiri dari: 
a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham 

Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu 
juta Rupiah). 

b. Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh 
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) 
yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan 
nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). 

 
Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang 

terdiri dari: 
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a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham 
Seri A Dwiwarna. 

b. Rp3.799.999.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh 
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) 
yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. 
 

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah). 
 

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah 
memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para 
pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 
September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat 
dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, 
telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik 
Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara 
Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta 
oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
 
Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada 
Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan 
menjadi sebagai berikut: 
 

Nama Pemegang Saham 
Jumlah Saham Nilai Saham  Persentase 

(%) Seri A Seri B Seri A 
@Rp1.000.000,00 

Seri B 
@Rp1.000.000,00 

Modal Dasar – 
Rp9.200.000.000.000,00  

1 9.199.999 1.000.000,00 9.199.999.000.000,00 
 

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 
Negara Republik Indonesia 1 - 1.000.000,00 - 0,00003 
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 

- 3.799.999 - 3.799.999.000.000,00   99,99997 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Modal 
Disetor 

1 3.799.999 1.000.000,00 3.799.999.000.000,00   100,00000 

Saham Dalam Portepel - 5.400.000 - 5.400.000.000.000,00 - 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah 
benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara 
berkesinambungan oleh Para Pemegang Saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan 
dalam Pasal 50 UUPT dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang 
Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) 
saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan) saham seri B. 
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a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham 
Seri A Dwiwarna. 

b. Rp3.799.999.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh 
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) 
yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. 
 

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah). 
 

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah 
memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para 
pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 
September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat 
dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, 
telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik 
Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara 
Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta 
oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
 
Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada 
Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan 
menjadi sebagai berikut: 
 

Nama Pemegang Saham 
Jumlah Saham Nilai Saham  Persentase 

(%) Seri A Seri B Seri A 
@Rp1.000.000,00 

Seri B 
@Rp1.000.000,00 

Modal Dasar – 
Rp9.200.000.000.000,00  

1 9.199.999 1.000.000,00 9.199.999.000.000,00 
 

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 
Negara Republik Indonesia 1 - 1.000.000,00 - 0,00003 
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 

- 3.799.999 - 3.799.999.000.000,00   99,99997 

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Modal 
Disetor 

1 3.799.999 1.000.000,00 3.799.999.000.000,00   100,00000 

Saham Dalam Portepel - 5.400.000 - 5.400.000.000.000,00 - 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah 
benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara 
berkesinambungan oleh Para Pemegang Saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan 
dalam Pasal 50 UUPT dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang 
Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) 
saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan) saham seri B. 
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5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 
sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 
Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan 
sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 
KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 
 
Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan 
dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham 
Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang 
Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan 
secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A 
Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (“PP 
No. 72 Tahun 2016”) dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi 
dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan 
penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh 
Perseroan. 
 
Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain 
tersebut.  Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 
yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks 
BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk. 
 
Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari 
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2016. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 
10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 
Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa 
Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik 
Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f 
Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam 
bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas 
yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia. 

 
Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU pada tanggal 5 Okober 
2022, pemilik manfaat yang didaftarkan oleh Perseroan adalah Direktur Utama Perseroan atas nama Arief 
Mulyadi, Direktur atas nama Kindaris, Ninis Kesuma Adriani, R Thatur Herry Priyono, dan Sunar Basuki. 
Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria 
sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh 
Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direksi Perseroan sehingga apabila yang 
bersangkutan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota 
Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru. 

 
6. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 September 2023, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar 

Rp790.632.515.845,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima 
belas ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah) yang merupakan 21% (dua puluh satu persen) dari 
jumlah modal ditempatkan dan disetor, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan pada Pasal 70 ayat (1) 
UUPT. 
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7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat 
saat ini adalah sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama : Ir. Arif Rahman *) 
Komisaris : Parman Nataatmadja *) 
Komisaris : Iwan Taufiq Purwanto *) 
Komisaris Independen : Veronica Colondam **) 
Komisaris Independen : Nurhaida *) 
 
Direksi 
 
Direktur Utama : Arief Mulyadi **) 
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan  : Lowong ***) 
Direktur Bisnis : Prasetya Sayekti *) 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Kindaris *) 
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : Sunar Basuki *) 

 
*)  Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam 

POJK No. 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (“POJK No. 
16/POJK.05/2019”). 

**) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas 
dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat 
pertama kali pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/POJK.05/2019 berlaku bagi 
Perseroan. 

***)  Ninis Kesuma Adriani telah diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko pada PT Pupuk 
Indonesia (Persero) sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia 
No. SK-303/MBU/11/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan 
Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk 
Indonesia tanggal 2 November 2023 (“Surat Keputusan No. SK-303/MBU/11/2023”). 
Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 30 huruf d Anggaran 
Dasar Perseroan, masa jabatan Ninis Kesuma Adriani telah berakhir sejak tanggal diterbitkannya  
Surat Keputusan No. SK-303/MBU/11/2023 karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 
anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, 
sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemberhentian Ninis Kesuma 
Adriani dari jabatannya wajib dikuatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.  

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat pihak yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan 
Strategis dan Keuangan sejak diangkatnya Ibu Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Manajemen 
Risiko PT Pupuk Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan saat ini 
dilakukan oleh direktur Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam 
Surat Edaran No. SE-042/PNM-DIR/XI/23 tentang Penunjukan Pejabat Alternate Pada Direktorat 
Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 6 November 2023. 

 
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat 
berdasarkan: 

 
a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 
tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 
Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan 
data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Perubahaan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0020648  tanggal 14 Januari 2021 
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7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat 
saat ini adalah sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama : Ir. Arif Rahman *) 
Komisaris : Parman Nataatmadja *) 
Komisaris : Iwan Taufiq Purwanto *) 
Komisaris Independen : Veronica Colondam **) 
Komisaris Independen : Nurhaida *) 
 
Direksi 
 
Direktur Utama : Arief Mulyadi **) 
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan  : Lowong ***) 
Direktur Bisnis : Prasetya Sayekti *) 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Kindaris *) 
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : Sunar Basuki *) 

 
*)  Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam 

POJK No. 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (“POJK No. 
16/POJK.05/2019”). 

**) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas 
dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat 
pertama kali pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/POJK.05/2019 berlaku bagi 
Perseroan. 

***)  Ninis Kesuma Adriani telah diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko pada PT Pupuk 
Indonesia (Persero) sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia 
No. SK-303/MBU/11/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan 
Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk 
Indonesia tanggal 2 November 2023 (“Surat Keputusan No. SK-303/MBU/11/2023”). 
Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 30 huruf d Anggaran 
Dasar Perseroan, masa jabatan Ninis Kesuma Adriani telah berakhir sejak tanggal diterbitkannya  
Surat Keputusan No. SK-303/MBU/11/2023 karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 
anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, 
sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemberhentian Ninis Kesuma 
Adriani dari jabatannya wajib dikuatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.  

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat pihak yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan 
Strategis dan Keuangan sejak diangkatnya Ibu Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Manajemen 
Risiko PT Pupuk Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan saat ini 
dilakukan oleh direktur Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam 
Surat Edaran No. SE-042/PNM-DIR/XI/23 tentang Penunjukan Pejabat Alternate Pada Direktorat 
Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 6 November 2023. 

 
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat 
berdasarkan: 

 
a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 
tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 
Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan 
data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Perubahaan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0020648  tanggal 14 Januari 2021 
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dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 
Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris. 
 

b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Permodalan Nasional tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan 
Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang 
Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat 
dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Surat Pemberitahuan Perubahaan Data 
Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0127520.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, sehubungan dengan 
pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama. 
 

c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT 
Permodalan Madani No. SK-101/MBU/04/2022, No. 0009-DIR/HCB/04/2022 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional 
Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 41 tanggal 23 
September 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan 
perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan 
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062601 tanggal 6 
Oktober 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199275.AH.01.11.Tahun 2022 
tanggal 6 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Iwan Taufiq Purwanto selaku 
Komisaris. 
 

d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 
tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database 
Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahaan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan 
tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi 
sebagai Direktur Utama. 
 

e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 
tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan 
Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani 
tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 30 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat di 
hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah 
diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan 
Perubahaan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0444476 tanggal 06 September 2021 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151143.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 
September 2021, sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar 
Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan. 
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f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan 
Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 No. 51-DIR/CSC/01.2022 tentang Pemberhentian, 
Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional 
Madanitentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan 
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan 
Nasional Madani tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 14 Januari 
2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data 
perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031241 tanggal 14 Januari 2022 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009328.AH.01.22.Tahun 2022 tanggal 14 
Januari 2022, sehubungan dengan pengalihan tugas Kindaris semula Direktur Bisnis menjadi 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 
 

g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT 
Permodalan Madani No. SK-102/MBU/04/2022, No. 0010-DIR/HCB/04/2022 tentang 
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan 
dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 
33 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan 
perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan 
Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0007622 tanggal 22 April 
2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 
tanggal 22 April 2022, sehubungan dengan pengangkatan kembali Arief Mulyadi sebagai Direktur 
Utama dan perubahaan nomenklatur jabatan Sunar Basuki semula sebagai Direktur Kelembagaan 
dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional. 
 

h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan 
Nasional Madani No. SK-119/MBU/06/2023, No. 0608-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 
13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Peryataan Keputusan Para Pemegang Saham 
PT Permodalan Nasional Madani No. 42 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database 
Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.09-0134920 tanggal 6 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0125797.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan dalam Akta 
Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 
40 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan 
data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.  AHU-AH.01.09-0195054 tanggal 12 Desember 
2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250917.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 
12 Desember 2023, sehubungan dengan pegangkatan Veronica Coldam dan Nurhaida sebagai 
Komisaris Independen Perseroan. 
 

i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan 
Nasional Madani No. SK-120/MBU/06/2023, No. 0609-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian, 
Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi 
PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 43 tanggal 14 Juni yang 
dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan 
dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135411 tanggal 7 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0126759.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan 
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f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan 
Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 No. 51-DIR/CSC/01.2022 tentang Pemberhentian, 
Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional 
Madanitentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan 
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan 
Nasional Madani tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 14 Januari 
2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data 
perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031241 tanggal 14 Januari 2022 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009328.AH.01.22.Tahun 2022 tanggal 14 
Januari 2022, sehubungan dengan pengalihan tugas Kindaris semula Direktur Bisnis menjadi 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 
 

g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT 
Permodalan Madani No. SK-102/MBU/04/2022, No. 0010-DIR/HCB/04/2022 tentang 
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan 
dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 
33 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan 
perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan 
Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0007622 tanggal 22 April 
2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 
tanggal 22 April 2022, sehubungan dengan pengangkatan kembali Arief Mulyadi sebagai Direktur 
Utama dan perubahaan nomenklatur jabatan Sunar Basuki semula sebagai Direktur Kelembagaan 
dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional. 
 

h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan 
Nasional Madani No. SK-119/MBU/06/2023, No. 0608-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 
13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Peryataan Keputusan Para Pemegang Saham 
PT Permodalan Nasional Madani No. 42 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database 
Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.09-0134920 tanggal 6 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0125797.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan dalam Akta 
Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 
40 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan 
data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.  AHU-AH.01.09-0195054 tanggal 12 Desember 
2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250917.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 
12 Desember 2023, sehubungan dengan pegangkatan Veronica Coldam dan Nurhaida sebagai 
Komisaris Independen Perseroan. 
 

i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan 
Nasional Madani No. SK-120/MBU/06/2023, No. 0609-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian, 
Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi 
PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 43 tanggal 14 Juni yang 
dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan 
dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135411 tanggal 7 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0126759.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan 
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kembali dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan 
Nasional Madani No. 57 tanggal 23 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris 
di Jakarta, perubahan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database 
Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.09-0195086 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0250980.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan perubahan 
nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan yang semula Direktur Operasional menjadi 
Direktur Operasional, Digital dan Teknologi, pengalihan penugasan Sunar Basuki yang semula 
sebagai Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi 
Perseroan, dan pengangkatan Prasetya Sayekti sebagai Direktur Bisnis Perseroan. 

  
Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, anggota 
Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
 
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam 
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. 
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen 
BUMN No. PER-3/MBU/03/2023”) serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

 
Di dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk 
menyesuaikan susunan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan sesuai dengan POJK No. 
16/POJK.05/2019. 
 
Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi 
ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh 
anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.  

 

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan 
pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, sebagaimana 
dibuktikan terakhir kali dengan Surat Perseroan No. S-388/PNM-DIR.KMR/SPR/VI/23 tanggal 15 Juni 
2023 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani. 
 
Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 
27/POJK.03/2016. 
 

8. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat 
berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang 
Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan 
Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam 
database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Direksi Perseroan 
berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pengawas 
Syariah No. SK-001/PNM-DPS/I/22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan 
Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani telah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan 
Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Permodalan 
Nasional Madani No. SK-007/PNM-DIR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana 
Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani sebagai berikut: 

 
Plt. Ketua  : Didin Hafidhuddin 
Plt. Anggota : Muhammad Syafii Antonio 
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9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 
35/POJK.04/2014”), Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 
tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 16 Juli 2021 
telah mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan. 
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah 
melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Lalu Dodot 
Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 
S-406/PNM-DIRKDO/SPR/VII/21 tanggal 19 Juli 2021 dan telah mengungkapkan pada website Perseroan 
dengan link https://www.pnm.co.id/news/pnm-tunjuk-dodot-patria-ary-jadi-sekretaris-perusahaan. 
Pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan 
ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014.  
 

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen 
BUMN No. PER-2/MBU/03/2023”), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit 
(“POJK No. 55/POJK.04/2015”), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-012/PNM-
KOM/XI/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani 
tanggal 13 November 2023, dengan susunan sebagai berikut: 
 
Ketua   : Nurhaida (Komisaris Independen) 
Wakil Ketua  : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris) 
Anggota   : Edy Karim 
Anggota dan Sekretaris : Arief Maulana 

 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah 
menyusun Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris 
Perseroan No. SK-003.a/PNM-KOM/VIII/18 tentang Penetapan Piagam Komite Audit tanggal 1 Agustus 
2018, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 
55/POJK.04/2015, serta telah dimuat pada situs web Perseroan dengan link https://www.pnm.co.id/gcgs, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/POJK.04/2015. Pengangkatan Komite Audit 
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. 
PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015. Namun demikian, keanggotaan Iwan Taufiq 
Purwanto sebagai Wakil Ketua Komite Audit tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan 
Pasal 7 huruf g POJK No. 55/POJK.04/2015 karena yang bersangkutan merupakan Komisaris yang 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi tugas Perseroan namun bukan merupakan 
Komisaris Independen. 

 
11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 
Remunerasi dan Nominasi (”POJK No. 34/POJK.04/2014”), Dewan Komisaris Perseroan telah 
membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan 
Nasional Madani No. SL-008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite 
Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan 
sebagai berikut: 

 
Ketua   : Veronica Colondam (Komisaris Independen) 
Sekretaris   : Kepala Divisi HCS (ex-officio) 
Anggota   : Arif Rahman Hakim 
Anggota   : Parman Nataatmadja  

 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah 
menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan 
Dewan Komisaris Perseroan No. SK-001/PNM-KOM/IX/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan Piagam 
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9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 
35/POJK.04/2014”), Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 
tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 16 Juli 2021 
telah mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan. 
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah 
melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Lalu Dodot 
Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 
S-406/PNM-DIRKDO/SPR/VII/21 tanggal 19 Juli 2021 dan telah mengungkapkan pada website Perseroan 
dengan link https://www.pnm.co.id/news/pnm-tunjuk-dodot-patria-ary-jadi-sekretaris-perusahaan. 
Pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan 
ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014.  
 

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen 
BUMN No. PER-2/MBU/03/2023”), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit 
(“POJK No. 55/POJK.04/2015”), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-012/PNM-
KOM/XI/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani 
tanggal 13 November 2023, dengan susunan sebagai berikut: 
 
Ketua   : Nurhaida (Komisaris Independen) 
Wakil Ketua  : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris) 
Anggota   : Edy Karim 
Anggota dan Sekretaris : Arief Maulana 

 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah 
menyusun Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris 
Perseroan No. SK-003.a/PNM-KOM/VIII/18 tentang Penetapan Piagam Komite Audit tanggal 1 Agustus 
2018, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 
55/POJK.04/2015, serta telah dimuat pada situs web Perseroan dengan link https://www.pnm.co.id/gcgs, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/POJK.04/2015. Pengangkatan Komite Audit 
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. 
PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015. Namun demikian, keanggotaan Iwan Taufiq 
Purwanto sebagai Wakil Ketua Komite Audit tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan 
Pasal 7 huruf g POJK No. 55/POJK.04/2015 karena yang bersangkutan merupakan Komisaris yang 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi tugas Perseroan namun bukan merupakan 
Komisaris Independen. 

 
11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 
Remunerasi dan Nominasi (”POJK No. 34/POJK.04/2014”), Dewan Komisaris Perseroan telah 
membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan 
Nasional Madani No. SL-008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite 
Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan 
sebagai berikut: 

 
Ketua   : Veronica Colondam (Komisaris Independen) 
Sekretaris   : Kepala Divisi HCS (ex-officio) 
Anggota   : Arif Rahman Hakim 
Anggota   : Parman Nataatmadja  

 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah 
menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan 
Dewan Komisaris Perseroan No. SK-001/PNM-KOM/IX/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan Piagam 
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Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 7 September 2020, 
yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/POJK.04/2014. 
Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-
3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014. 
 

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No. 56/POJK.04/2015”), 
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah 
menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Chapter) tanggal 2 
Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 
No. S-056/PNM-KOM/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan 
Nasional Madani (Persero) No. SK-043/PNM/DIR/VI/2023 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT 
Permodalan Nasional Madani tanggal 15 Juni 2023, Direksi Perseroan telah melakukan perubahan 
nomenklatur jabatan terhadap Siswo Pujono dalam posisi sebelumnya Kepala, Satuan Pengawasan 
Intern menjadi Kepala Divisi, Divisi Audit Operasional dan Investigasi merangkap Pj. Executive Vice 
President (EVP) Satuan Pengawas Intern. 

 
Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan 
pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Siswo Pujono sebagai Kepala Satuan 
Pengawasan Internal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-642/PNM-
DIR.KMR/SPR/IX/23 tanggal 20 September 2023. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit 
Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015. 
 

13. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-
2/MBU/03/2023 dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga 
Keuangan Non-Bank (“POJK No. 44/POJK.05/2020”), Perseroan telah membentuk Komite Pemantau 
Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-013/PNM-
KOM/XI/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT 
Permodalan Nasional Madani tanggal 13 November 2023, dengan susunan sebagai berikut: 
 
Ketua  : Veronica Colondam (Komisaris Independen) 
Wakil Ketua : Parman Nataatmadja (Komisaris) 
Sekretaris  : Ibrahim Salim (ex-officio Kadiv Manajemen Risiko) 
Anggota  : Arif Rahman Hakim (Komisaris Utama) 
Anggota  : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris) 
Anggota  : Meidyah Indreswari 
 
Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-
2/MBU/03/2023 dan POJK No. 44/POJK.05/2020. Perseroan telah membentuk Piagam Komite Pemantau 
Manajemen Risiko berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023 yang 
ditetapkan tanggal 31 Januari 2023. 
 

14. Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 
44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk Asset and Liability Committee (ALCO) 
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-062/PNM-DIR/IX/22 tentang 
Pembentukan Tim Asset and Liability Committee (ALCO) tanggal 29 September 2022, dengan susunan 
sebagai berikut: 
 
Ketua : Direktur Utama 
Sekretaris : Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury 
Anggota Tetap  
(memiliki hak suara) 

: 1. Direktur Utama 
2. Direktur Bisnis  
3. Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan  
4. Direktur Operasional 
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 
6. Executive Vice President (EVP) Bisnis 
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Anggota Tetap  
(tidak memiliki hak 
suara) 

: 1. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury 
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Rencana Strategi Perusahaan 
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Riset dan Pengembangan Produk 
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Bisnis 
5. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan 

 
Anggota Tidak 
Tetap 
(tidak memiliki hak 
suara) 

: 1. Unit Kerja fungsi Satuan Pengawas Intern 
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko 
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan 
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Legal 
5. Kepala Unit Usaha Syariah 

 
15. Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan V 

PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham berdasarkan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. RIS-001/PNM-RUPS/RKAP-
2024/I/024 tanggal 30 Januari 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk 
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2024 yang 
mencantumkan bahwa Perseroan berencana meningkatkan jumlah pendanaan melalui pasar modal, 
perbankan dan pemerintah (PIP) dengan total sebesar Rp68.150.000.000.000,00 (enam puluh delapan 
triliun seratus lima puluh miliar Rupiah).  
 

16. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II, Perseroan telah menunjuk 
Pefindo untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap 
II Tahun 2024. Pefindo telah memberikan peringkat idAA+ (Double A Plus) sebagaimana dinyatakan 
dalam Surat Pefindo No. RC-314/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Sertifikat Pemantauan 
dengan nilai maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang ditegaskan kembali dengan 
Surat Pefindo No. RTG-026/PEF-DIR/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat 
atas Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran 
Umum Berkelanjutan (PUB). Hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Pefindo tersebut, telah sesuai 
dengan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. 

 
17. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek 

Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 
tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. 
 

18. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam 
puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 623 (enam ratus dua puluh tiga) Unit/Outlet UlaMM, dan 3.857 (tiga 
ribu delapan ratus lima puluh tujuh) Kantor Mekaar dan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia. 

 
Perseroan telah memperoleh izin-izin, persetujan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-
pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Republik Indonesia 
c.q Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, kecuali Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan Pasal 179 PP 
No. 5/2021 untuk seluruh Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan. Sehubungan 
dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa 
manajemen, maka berdasarkan PP No. 5/2021 ketiadaan Izin Lokasi sebagaimana diatur pada Pasal 179 
PP No. 5/2021 tidak memiliki konsekuensi hukum dan tidak memiliki dampak material yang menghambat 
kegiatan usaha Perseroan pada Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan 
dikarenakan Perseroan telah memiliki NIB serta Izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan 
kegiatan usaha. Perizinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang jasa 
pembiayaan dan jasa manajemen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta seluruh perizinan 
yang dimiliki merupakan milik Perseroan dan masih berlaku. 

 
19. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai 

Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yaitu Perseroan memiliki hak atas tanah berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan, hak atas 
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Anggota Tetap  
(tidak memiliki hak 
suara) 

: 1. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury 
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Rencana Strategi Perusahaan 
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Riset dan Pengembangan Produk 
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Bisnis 
5. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan 

 
Anggota Tidak 
Tetap 
(tidak memiliki hak 
suara) 

: 1. Unit Kerja fungsi Satuan Pengawas Intern 
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko 
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan 
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Legal 
5. Kepala Unit Usaha Syariah 

 
15. Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan V 

PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham berdasarkan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. RIS-001/PNM-RUPS/RKAP-
2024/I/024 tanggal 30 Januari 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk 
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2024 yang 
mencantumkan bahwa Perseroan berencana meningkatkan jumlah pendanaan melalui pasar modal, 
perbankan dan pemerintah (PIP) dengan total sebesar Rp68.150.000.000.000,00 (enam puluh delapan 
triliun seratus lima puluh miliar Rupiah).  
 

16. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II, Perseroan telah menunjuk 
Pefindo untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap 
II Tahun 2024. Pefindo telah memberikan peringkat idAA+ (Double A Plus) sebagaimana dinyatakan 
dalam Surat Pefindo No. RC-314/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Sertifikat Pemantauan 
dengan nilai maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang ditegaskan kembali dengan 
Surat Pefindo No. RTG-026/PEF-DIR/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat 
atas Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran 
Umum Berkelanjutan (PUB). Hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Pefindo tersebut, telah sesuai 
dengan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. 

 
17. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek 

Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 
tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. 
 

18. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam 
puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 623 (enam ratus dua puluh tiga) Unit/Outlet UlaMM, dan 3.857 (tiga 
ribu delapan ratus lima puluh tujuh) Kantor Mekaar dan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia. 

 
Perseroan telah memperoleh izin-izin, persetujan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-
pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Republik Indonesia 
c.q Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, kecuali Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan Pasal 179 PP 
No. 5/2021 untuk seluruh Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan. Sehubungan 
dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa 
manajemen, maka berdasarkan PP No. 5/2021 ketiadaan Izin Lokasi sebagaimana diatur pada Pasal 179 
PP No. 5/2021 tidak memiliki konsekuensi hukum dan tidak memiliki dampak material yang menghambat 
kegiatan usaha Perseroan pada Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan 
dikarenakan Perseroan telah memiliki NIB serta Izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan 
kegiatan usaha. Perizinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang jasa 
pembiayaan dan jasa manajemen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta seluruh perizinan 
yang dimiliki merupakan milik Perseroan dan masih berlaku. 

 
19. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai 

Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yaitu Perseroan memiliki hak atas tanah berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan, hak atas 
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kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 28 (dua puluh delapan) sertifikat merek, yang masa 
perlindungannya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran dan 4 (empat) hak cipta, yang 
masa perlindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan. Hak Kekayaan Intelektual 
milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama 
Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk 
apapun. Perseroan selaku pemilik merek-merek terdaftar sebagaimana disebutkan di atas, tidak 
memberikan Lisensi atau mengadakan suatu Perjanjian Lisensi atas merek-merek tersebut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
 

20. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas aset 
material yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pada beberapa lokasi usaha 
Perseroan sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, 
pencurian dan penggelapan pada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Binagriya Upakara, 
dengan jumlah nilai pertanggungan yang memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung oleh 
Perseroan sebagaimana telah dinyatakan oleh Direksi Perseroan dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 
Februari 2024. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan 
melangsungkan kegiatan usaha. Asuransi yang melindungi harta kekayaan Perseroan masih berlaku 
sampai dengan tahun 2024 – 2025. 

 
21. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani 2022 – 2024 yang telah disahkan oleh 
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
No.KEP.4/HI.00.00/00.0000.220818008/B/X/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT 
Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Oktober 2022, yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 
2022 sampai dengan 2 Oktober 2024. 
 

22. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi 
seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang dengan 
mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah 
Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor 
cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha sebagaimana telah 
dinyatakan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2024. 
 

23. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

 
Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 
 

24. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan 
sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
di Perseroan dimana jumlah seluruh karyawan Perseroan adalah sebanyak sebanyak 9.966 (sembilan 
ribu sembilan ratus enam puluh enam) karyawan. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang 
disampaikan Perseroan, seluruh karyawan Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor 
cabang Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga 
kerja asing. 

 
25. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) 
orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama 
Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam 
rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan 
industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan 
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Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. e-
0223/KT.03.01 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Permodalan Nasional Madani 
tanggal 27 Desember 2023 dengan masa kerja keanggotan Lembaga Kerjasama Bipartit berlaku selama 
3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. 

 
26. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-

perusahaan sebagai berikut: 
 

26.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh 
persen) dan laporan keuangan Perseroan konsolidasi dengan Perusahaan Anak yaitu sebagai 
berikut: 
a. PT Permodalan Nasional Madani Investasi Management (“PNMIM”), suatu perseroan 

terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT 
Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. 
Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 
1996, Tambahan No. 8230 (“Akta Pendirian PNMIM”). Akta Pendirian PNMIM telah 
mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir dinyatakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 
2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui 
Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, laporan 
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan 
hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228637 
tanggal 20 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022. 
 
Perseroan melakukan penyertaan pada PNMIM sejak tanggal 28 September 1999 
sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rashid Hussein 
Asset Management No. 10 tanggal 28 September 1999, dibuat dihadapan Arry Supratno, 
S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 109.999 
(seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya 
bernilai Rp109.999.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan 
sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNMIM 
sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM 
Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., 
Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam 
sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada 
Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2021, 
Tambahan No. 026286. 
 
Dalam rangka melakukan penyertaan pada PNMIM, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 
(10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, 
Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum 
Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan: 
 
i. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani 

(Persero) No. 1 tanggal 5 Juli 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di 
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Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. e-
0223/KT.03.01 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Permodalan Nasional Madani 
tanggal 27 Desember 2023 dengan masa kerja keanggotan Lembaga Kerjasama Bipartit berlaku selama 
3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. 

 
26. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-

perusahaan sebagai berikut: 
 

26.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh 
persen) dan laporan keuangan Perseroan konsolidasi dengan Perusahaan Anak yaitu sebagai 
berikut: 
a. PT Permodalan Nasional Madani Investasi Management (“PNMIM”), suatu perseroan 

terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT 
Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. 
Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 
1996, Tambahan No. 8230 (“Akta Pendirian PNMIM”). Akta Pendirian PNMIM telah 
mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir dinyatakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 
2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui 
Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, laporan 
perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan 
hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228637 
tanggal 20 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022. 
 
Perseroan melakukan penyertaan pada PNMIM sejak tanggal 28 September 1999 
sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rashid Hussein 
Asset Management No. 10 tanggal 28 September 1999, dibuat dihadapan Arry Supratno, 
S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 109.999 
(seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya 
bernilai Rp109.999.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan 
sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNMIM 
sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM 
Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., 
Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam 
sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada 
Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2021, 
Tambahan No. 026286. 
 
Dalam rangka melakukan penyertaan pada PNMIM, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 
(10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, 
Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum 
Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan: 
 
i. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani 

(Persero) No. 1 tanggal 5 Juli 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di 
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Jakarta serta Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Badan Pembina BUMN 
No. 001/KPS/PNM/IX/1999 perihal Persetujuan Pemegang Saham atas pengalihan 
Kepemilikan Saham PT Rashid Hussain Asset Management (PT RHAM); dan 
 

ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 004/Dekom/IX/99 tanggal 15 September 
1999 perihal Rekomendasi Komisaris atas pengalihan Kepemilikan Saham PT 
Rashid Hussain Asset Management (PT RHAM). 

  
b. PT Permodalan Madani Venture Capital (“PNM VC”), suatu perseroan terbatas 

berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 
28 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, 
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 
1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di 
bawah No. 532/BH.09.05/I/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 (“Akta Pendirian PNM 
VC”). Akta Pendirian PNM VC anggaran dasar PNM VC telah mengalami beberapa kali 
perubahan sebagaimana dinyatakan dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat 
Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 
November 2008, yang dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang 
telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 
Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia No. 37, Tambahan No. 12373; (ii) Akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 33 
tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang 
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan 
Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-
AH.01.03-0142850 tanggal 6 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0072095.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017; (iii) Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 89 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat 
di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan 
No. AHU-0001854.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011248.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018;  
(iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 
11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 
26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019; dan (v) Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang PNM VC No. 42 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-
0058505.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0161245.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan 
laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi 
badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0044925 
tanggal 18 Agustus 2022, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 
70, Tambahan No. 029125 (“Akta No. 42/2022”). 
 
Perseroan melakukan penyertaan pada PNM VC sejak pendirian. Pada tanggal Pendapat 
Hukum ini, Perseroan memiliki 364.199 (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan 
puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp364.199.000.000,00 (tiga ratus enam 
puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% 
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(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang 
telah dikeluarkan oleh PNM VC sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42/2022.  
 
Dalam rangka melakukan pendirian PNM VC, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) 
huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, Perseroan 
telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, 
sebagaimana dibuktikan dengan: 
 
i. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 

tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2000 
tanggal 22 Desember 1999; dan 
 

ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 01/KOM-PNM/MV/X/99 tanggal 22 Oktober 
1999 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero) tentang Pendirian Anak Perusahaan dalam Bidang Modal Ventura. 

 
Penyertaan modal dan/atau pendirian oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan oleh 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 6 POJK No. 
16/POJK.05/2019, dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2022 
tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum, dikarenakan kegiatan usaha Perusahaan 
Anak digolongkan sebagai lembaga keuangan non-bank yang dapat menunjang kegiatan usaha 
Perseroan. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Perusahaan 
Anak telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang 
administrasi hukum dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik 
Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007 serta sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan saham-saham yang 
dimiliki oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan, tidak sedang menjadi 
objek suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun. 
 

26.2. Penyertaan secara tidak langsung melalui PNM VC: 
 
a. PT Permodalan Nasional Venture Syariah (“PNM VS”) (dahulu bernama PT PNM Techno 

Venture) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan 
Nasional Madani Techno Venture No. 14 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Arry 
Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen 
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Keputusan No. 0-
10637HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan tanggal 27 Juni 2000 ("Akta Pendirian PNM VS"). 

 
Akta Pendirian PNM VS mengalami penyesuaian UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno 
Venture No. 61 tanggal 28 November 2008, dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 
2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PNM 
Ventura Syariah No. 30 tanggal 12 April 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0025395.AH.01.02.Tahun 2023 
tanggal 9 Mei 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0084132.AH.01.11.Tahun 
2023 tanggal 9 Mei 2023 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan 
dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0061043 tanggal 9 Mei 2023 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0084132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 (“Akta No. 
30/2023”). 
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(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang 
telah dikeluarkan oleh PNM VC sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42/2022.  
 
Dalam rangka melakukan pendirian PNM VC, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) 
huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, Perseroan 
telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, 
sebagaimana dibuktikan dengan: 
 
i. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 

tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2000 
tanggal 22 Desember 1999; dan 
 

ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 01/KOM-PNM/MV/X/99 tanggal 22 Oktober 
1999 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero) tentang Pendirian Anak Perusahaan dalam Bidang Modal Ventura. 

 
Penyertaan modal dan/atau pendirian oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan oleh 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 6 POJK No. 
16/POJK.05/2019, dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2022 
tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum, dikarenakan kegiatan usaha Perusahaan 
Anak digolongkan sebagai lembaga keuangan non-bank yang dapat menunjang kegiatan usaha 
Perseroan. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Perusahaan 
Anak telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang 
administrasi hukum dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik 
Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007 serta sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan saham-saham yang 
dimiliki oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan, tidak sedang menjadi 
objek suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun. 
 

26.2. Penyertaan secara tidak langsung melalui PNM VC: 
 
a. PT Permodalan Nasional Venture Syariah (“PNM VS”) (dahulu bernama PT PNM Techno 

Venture) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan 
Nasional Madani Techno Venture No. 14 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Arry 
Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen 
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Keputusan No. 0-
10637HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan tanggal 27 Juni 2000 ("Akta Pendirian PNM VS"). 

 
Akta Pendirian PNM VS mengalami penyesuaian UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno 
Venture No. 61 tanggal 28 November 2008, dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 
2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PNM 
Ventura Syariah No. 30 tanggal 12 April 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0025395.AH.01.02.Tahun 2023 
tanggal 9 Mei 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0084132.AH.01.11.Tahun 
2023 tanggal 9 Mei 2023 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan 
dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0061043 tanggal 9 Mei 2023 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0084132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 (“Akta No. 
30/2023”). 
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Akta Pendirian PNM VS berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut 
sebagai "Anggaran Dasar PNM VS".  

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atau sebesar 166.398 (seratus enam 
puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh pada PNM VS sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 
30/2023. 
 

b. PT Mitra Niaga Madani (“MNM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
Mitra Niaga Madani No. 47 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., 
Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai Keputusan No. AHU-41172.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062689.AH.01.09.Tahun 2010 
tanggal 20 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
No. 74 tanggal 16 September 2011, Tambahan No. 29070 ("Akta Pendirian MNM"). 

 
Akta Pendirian MNM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 
03 tanggal 16 Februari 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang 
mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 
Keputusan No. AHU-009819.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030747.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 
Februari 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 dan 
Tambahan No. 005336 (“Akta MNM No. 16/2019”). 

 
Akta Pendirian MNM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai 
"Anggaran Dasar MNM". 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,95% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan lima persen) atau sebesar 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh 
lima) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MNM 
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MNM. 

 
c. PT Mitra Utama Madani (“MUM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ida 
Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-
83721.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0106903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 3955 ("Akta 
Pendirian MUM"). 

 
Akta Pendirian MUM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MUM No. 20 tanggal 23 Mei 
2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan 
No. AHU-0035961.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0098994.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, serta 
laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi 
badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0016386 
tanggal 30 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0098994.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, dan telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 017776/2022. Akta Pendirian MUM 
berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar MUM". 
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Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh 
persen) atau sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh pada MUM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar 
MUM. 
 

d. PT Mitra Tekno Madani (“MTM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
Mitra Tekno Madani No. 02 tanggal 4 April 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012 dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Mei 
2012 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37, No. 30809 ("Akta 
Pendirian MTM"). 

 
Akta Pendirian MTM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MTM No. 39 tanggal 22 
Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
memperoleh laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem 
administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03.0293037 tanggal 20 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0186448.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022. 

 
Akta Pendirian MTM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai 
"Anggaran Dasar MTM". 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 98,97% (sembilan puluh 
delapan koma sembilan tujuh persen) atau sebesar 9.909 (sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MTM 
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM. 
 

e. PT Mitra Bisnis Madani (“MBM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-2469548.AH.01.01. Tahun 2015 
tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
3586911.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 22, Tambahan No. 010057 ("Akta Pendirian MBM"). 

 
Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 10 tanggal 6 Juli 2023 
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
0038982.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0128784.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 020040. 

 
Akta Pendirian MBM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran 
Dasar MBM". 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,90% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan nol persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima 
ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBM 
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MBM. 
 

f. PT Mitra Proteksi Madani (“MPM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Proteksi 
Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh 
persen) atau sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh pada MUM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar 
MUM. 
 

d. PT Mitra Tekno Madani (“MTM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
Mitra Tekno Madani No. 02 tanggal 4 April 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012 dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Mei 
2012 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37, No. 30809 ("Akta 
Pendirian MTM"). 

 
Akta Pendirian MTM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MTM No. 39 tanggal 22 
Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
memperoleh laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem 
administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03.0293037 tanggal 20 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0186448.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022. 

 
Akta Pendirian MTM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai 
"Anggaran Dasar MTM". 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 98,97% (sembilan puluh 
delapan koma sembilan tujuh persen) atau sebesar 9.909 (sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MTM 
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM. 
 

e. PT Mitra Bisnis Madani (“MBM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-2469548.AH.01.01. Tahun 2015 
tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
3586911.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 22, Tambahan No. 010057 ("Akta Pendirian MBM"). 

 
Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 10 tanggal 6 Juli 2023 
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
0038982.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0128784.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 020040. 

 
Akta Pendirian MBM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran 
Dasar MBM". 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,90% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan nol persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima 
ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBM 
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MBM. 
 

f. PT Mitra Proteksi Madani (“MPM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Proteksi 
Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-30337.40.10.2014 tanggal 20 Oktober 
2014 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 
61449 ("Akta Pendirian MPM"). 

 
Akta Pendirian MPM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 49 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat 
dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh laporan perubahan 
anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098141 
tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0047268.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023. 

 
Akta Pendirian MPM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai 
“Anggaran Dasar MPM”. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 25% (dua puluh lima 
persen) atau sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dari seluruh saham yang 
telah ditempatkan dan disetor penuh pada MPM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran 
Dasar MPM. 

 
g. PT Micro Madani Institute (“MMI”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

Micro Madani Institute No. 33 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0015256.AH.01.01. Tahun 2015 
tanggal 6 April 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0039721.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 telah diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No. 41, Tambahan No. 32635 ("Akta Pendirian MMI"). 

 
Akta Pendirian MMI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Micro Madani Institute No. 37 tanggal 16 Mei 
2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan 
No. AHU-0028984.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No AHU-0096559.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 015571. 

 
Akta Pendirian MMI berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai 
"Anggaran Dasar MMI". 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 94,44% (sembilan puluh 
empat koma empat empat persen) atau sebesar 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh 
dua) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MMI 
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MMI. 

 
h. PT Mitra Dagang Madani (“MDM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas Mitra Dagang Madani No. 32 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan 
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0057209.AH.01.01 
Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0154541.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 023039 (“Akta Pendirian MDM”).  
 
Akta Pendirian MDM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Akta Berita Acara Rapat MDM No. 59 tanggal 29 September 2022 yang 
dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sesuai Keputusan No. AH-
0072484.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0200372.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022. 
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Akta Pendirian MDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “Anggaran 
Dasar MDM”. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,96% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan enam persen) atau sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus 
sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor 
penuh pada MDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MDM. 
 

i. PT Karya Digital Madani (“KDM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
Karya Digital Madani No. 15 tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0078951.AH.01.01.Tahun 
2021 tanggal 10 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0218698.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 101, Tambahan No. 039614. 
 
Akta Pendirian KDM telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dengan Akta Berita 
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KDM No. 07 tanggal 3 November 2023 
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan 
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan 
No. AHU-0072956.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 November 
2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, Tambahan 
No. 037606/2023.  
 
Akta Pendirian KDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “Anggaran 
Dasar KDM”. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 53% (lima puluh tiga 
persen) atau sebesar 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham dari seluruh saham yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh pada KDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar 
KDM. 
 

j. PT Grosir Madani Utama (“GMU”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Grosir Madani 
Utama No. 69 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0068474.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 12 
September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0179856.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 serta telah diumumkan dalam  
Berita Negara Republik Indonesia No. 74, Tambahan No. 028573 (“Akta Pendirian GMU”). 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 52% (lima puluh dua 
persen) atau sebesar 6.357 (enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham dari seluruh 
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada GMU sebagaimana dimaksud 
dalam Akta Pendirian GMU.  
 

k. PT Grosirone Prima Nusantara (“GPN”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT Grosirone Prima Nusantara No. 87 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat di 
hadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh 
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan 
No. AHU-0025985.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0083551.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019.  
 
Akta Pendirian GPN telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana perubahan 
terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GPN No. 61 tanggal 
20 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
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Akta Pendirian MDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “Anggaran 
Dasar MDM”. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,96% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan enam persen) atau sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus 
sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor 
penuh pada MDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MDM. 
 

i. PT Karya Digital Madani (“KDM”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
Karya Digital Madani No. 15 tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, 
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0078951.AH.01.01.Tahun 
2021 tanggal 10 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0218698.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 101, Tambahan No. 039614. 
 
Akta Pendirian KDM telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dengan Akta Berita 
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KDM No. 07 tanggal 3 November 2023 
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan 
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan 
No. AHU-0072956.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 November 
2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, Tambahan 
No. 037606/2023.  
 
Akta Pendirian KDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “Anggaran 
Dasar KDM”. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 53% (lima puluh tiga 
persen) atau sebesar 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham dari seluruh saham yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh pada KDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar 
KDM. 
 

j. PT Grosir Madani Utama (“GMU”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Grosir Madani 
Utama No. 69 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0068474.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 12 
September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0179856.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 serta telah diumumkan dalam  
Berita Negara Republik Indonesia No. 74, Tambahan No. 028573 (“Akta Pendirian GMU”). 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 52% (lima puluh dua 
persen) atau sebesar 6.357 (enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham dari seluruh 
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada GMU sebagaimana dimaksud 
dalam Akta Pendirian GMU.  
 

k. PT Grosirone Prima Nusantara (“GPN”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT Grosirone Prima Nusantara No. 87 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat di 
hadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh 
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan 
No. AHU-0025985.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0083551.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019.  
 
Akta Pendirian GPN telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana perubahan 
terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GPN No. 61 tanggal 
20 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
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sesuai Keputusan No. AHU-AH.01.03-0014419 tanggal 17 Januari 2024 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011412.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 
Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, 
Tambahan No. 004315. 
 
Akta Pendirian GPN berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “Anggaran 
Dasar GPN”. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 10% (sepuluh persen) 
atau sebesar 263 (dua ratus enam puluh tiga) saham dari seluruh saham yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh pada GPN sebagaimana dimaksud dalam Anggaran dasar 
GPN.  
 

27. Perusahaan Anak telah didirikan secara sah sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta perubahan anggaran dasar 
Perusahaan Anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan 
Anak, kecuali PNM VC yang belum memperoleh pengumuman Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada 
konsekuensi hukum terhadap PNM VC akibat belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 
melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum 
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka pengesahan yang diperoleh oleh PNM VC belum 
mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap 
Perseroan, pemegang saham lain, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PNM VC.  

 
28. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, telah diangkat dengan sah sesuai 

ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku bagi Perusahaan Anak. Namun demikian, pengangkatan Direktur Utama Perseroan sebagai 
Komisaris Utama pada Perusahaan Anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a 
Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023. 
 

29. Permodalan pada Perusahaan Anak, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing 
Perusahaan Anak dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung fakta adanya penyetoran modal 
tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
30. Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan 

pernyataan-pernyataan sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perusahaan Anak serta izin-izin 
yang diperoleh Perusahaan Anak masih berlaku. 

 
31. Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu: 

 
31.1. Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perusahaan Anak kepada tenaga kerja yang dipekerjakan 

Perusahaan Anak telah melebihi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dan 
berlaku di setiap wilayah di mana Perusahaan Anak menempatkan tenaga kerjanya. 

 
31.2. Perusahaan Anak telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 
merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga 
kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh 
tenaga kerja Perusahaan Anak dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Perusahaan Anak. 
 

31.3. Perusahaan Anak telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 
1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 
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31.4. Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan 
mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
untuk memperoleh pengesahan. 

 
32. Kepemilikan harta kekayaan oleh PNMIM, berupa benda bergerak yang tidak berwujud yaitu 7 (tujuh) 

deposito dan 7 (tujuh) hak kekayaan intelektual, telah dimiliki dengan sah dan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PNMIM serta dilengkapi dengan dokumen yang 
mendukung kepemilikan harta tersebut. Harta kekayaan PNMIM, bebas dari segala jaminan, 
pertanggungan, dan penyitaan dalam bentuk apapun. PNM VC tidak memiliki harta kekayaan berupa 
benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 
 

33. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, perjanjian antara Perusahaan Anak, 
kecuali PNM VC, dengan Perseroan, seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 
dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak dan Perseroan serta tidak terdapat 
ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk, yang menghalangi 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. PNM VC dengan Perseroan tidak 
membuat atau menandatangani perjanjian. 

 
34. Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perusahaan Anak dalam perkara perkara Perdata 

dan/atau Pidana dan/atau perkara lainnya di Pengadilan Negeri, perkara di hadapan Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia dan/atau keterangan sehubungan dengan perkara perburuhan di hadapan Pengadilan 
Hubungan Industrial, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara di Pengadilan Niaga, perkara 
yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, serta perkara monopoli atau persaingan usaha, 
Konsultan Hukum telah melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 
Pengadilan dimana Perusahaan Anak melakukan kegiatan usaha, Perusahaan Anak sedang terlibat 
dalam perkara-perkara yang tidak mempunyai pengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung 
kepada Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II 
Tahun 2023 yaitu sebagai berikut: 

 
34.1 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 

634/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 8 Juli 2023 antara Wisnu Askari Marantika sebagai Penggugat dan PT 
PNM Venture Capital sebagai Tergugat II, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemberian dokumen bukti-bukti 
dari para pihak.  

34.2 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 
596/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 27 Juni 2023 antara Hj. Damayanti sebagai Penggugat I, Mahendradini 
Rakaisari sebagai Penggugat II, R. Mahesa Brata sebagai Penggugat III, Syatiani Arum Syarief 
sebagai Penggugat IV dan PT PNM Venture Capital sebagai Turut Tergugat I, dengan pokok 
perkara Pebuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap 
pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim.  

34.3 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 
24/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel 8 Januari 2024 antara PT Torin Multi Investama sebagai Penggugat dan 
PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari 
para pihak.  

34.4 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 32/Pdt.G/2024/PN.Bks 11 
Januari 2024 antara Siti Chairiyani Drajad sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital 
sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara 
pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari para pihak.  

34.5 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sragen dengan No. Perkara 13/Pdt.G/2024/Pn.Sgn 30 
Januari 2024 antara Agus Supriyanto sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai 
Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat 
ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari Para Pihak.  

 
35. Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak seluruhnya tidak terlibat atau tidak 

terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata 
yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu 
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31.4. Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan 
mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
untuk memperoleh pengesahan. 

 
32. Kepemilikan harta kekayaan oleh PNMIM, berupa benda bergerak yang tidak berwujud yaitu 7 (tujuh) 

deposito dan 7 (tujuh) hak kekayaan intelektual, telah dimiliki dengan sah dan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PNMIM serta dilengkapi dengan dokumen yang 
mendukung kepemilikan harta tersebut. Harta kekayaan PNMIM, bebas dari segala jaminan, 
pertanggungan, dan penyitaan dalam bentuk apapun. PNM VC tidak memiliki harta kekayaan berupa 
benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 
 

33. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, perjanjian antara Perusahaan Anak, 
kecuali PNM VC, dengan Perseroan, seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 
dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak dan Perseroan serta tidak terdapat 
ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk, yang menghalangi 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. PNM VC dengan Perseroan tidak 
membuat atau menandatangani perjanjian. 

 
34. Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perusahaan Anak dalam perkara perkara Perdata 

dan/atau Pidana dan/atau perkara lainnya di Pengadilan Negeri, perkara di hadapan Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia dan/atau keterangan sehubungan dengan perkara perburuhan di hadapan Pengadilan 
Hubungan Industrial, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara di Pengadilan Niaga, perkara 
yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, serta perkara monopoli atau persaingan usaha, 
Konsultan Hukum telah melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 
Pengadilan dimana Perusahaan Anak melakukan kegiatan usaha, Perusahaan Anak sedang terlibat 
dalam perkara-perkara yang tidak mempunyai pengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung 
kepada Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II 
Tahun 2023 yaitu sebagai berikut: 

 
34.1 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 

634/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 8 Juli 2023 antara Wisnu Askari Marantika sebagai Penggugat dan PT 
PNM Venture Capital sebagai Tergugat II, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemberian dokumen bukti-bukti 
dari para pihak.  

34.2 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 
596/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 27 Juni 2023 antara Hj. Damayanti sebagai Penggugat I, Mahendradini 
Rakaisari sebagai Penggugat II, R. Mahesa Brata sebagai Penggugat III, Syatiani Arum Syarief 
sebagai Penggugat IV dan PT PNM Venture Capital sebagai Turut Tergugat I, dengan pokok 
perkara Pebuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap 
pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim.  

34.3 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 
24/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel 8 Januari 2024 antara PT Torin Multi Investama sebagai Penggugat dan 
PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari 
para pihak.  

34.4 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 32/Pdt.G/2024/PN.Bks 11 
Januari 2024 antara Siti Chairiyani Drajad sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital 
sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara 
pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari para pihak.  

34.5 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sragen dengan No. Perkara 13/Pdt.G/2024/Pn.Sgn 30 
Januari 2024 antara Agus Supriyanto sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai 
Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat 
ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari Para Pihak.  

 
35. Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak seluruhnya tidak terlibat atau tidak 

terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata 
yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu 
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tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan 
Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan 
Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa 
perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata 
yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai 
termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak 
pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan 
dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat 
dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun 
tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan 
kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi 
Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. 
 

36. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan 
dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan 
kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-
keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan 
dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) 
tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan 
mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan 
kepentingan pemegang Sukuk; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran 
Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.  
 
Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan menjadi pihak, 
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, 
dalam hal ini Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur pada saat setelah 
dilaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. 

 
Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan 
(negative covenant) dan ketentuan-ketentuan seperti perolehan persetujuan atau pemberitahuan 
sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II dalam perjanjian-
perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan 
pemegang Sukuk dan dapat menghalangi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II 
Tahun 2024. 
 
Sampai dengan Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak 
terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan, yang timbul atas adanya perjanjian-
perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku sebagaimana diungkap di atas. 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II, tidak akan menyebabkan dilanggarnya rasio 
permodalan terkait ketentuan batas gearing ratio paling tinggi 10 (sepuluh) kali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 POJK No. 16/POJK.05/2019. 
 

37. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan 
masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia 
adalah sebagai berikut: 

 
a. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 Seri B sebesar Rp599.000.000.000,00 (lima 

ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan 
koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 
Mei 2024. 
 

b. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp763.500.000.000,00 (tujuh 
ratus enam puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% 
(delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 
tanggal 28 November 2024. 
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c. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp194.900.000.000,00 
(seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap 
sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai 
dengan tanggal 30 April 2025. 
 

d. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua 
ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma 
tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 
2025. 
 

e. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri B sebesar 
Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 
sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai 
dengan tanggal 17 Maret 2024; dan (ii) Obligasi Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus 
tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% 
(delapan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 
tanggal 17 Maret 2026. 

 
f. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Berkelanjutan IV 

PNM Tahap I Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga 
tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai 
dengan tanggal 10 Desember 2024; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri C sebesar 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam 
koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 
10 Desember 2024. 
 

g. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B sebesar Rp626.500.000.000,00 (enam 
ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% 
(lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 
April 2025. 

 
h. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, yang terdiri dari Seri B sebesar 

Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah), tingkat bunga sebesar 5,85% (lima 
koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 Agustus 
2025. 

 
i. Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019 sebesar 

Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 19,00% (sembilan belas 
koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 18 Juni 
2024. 

 
j. Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020, Seri B sebesar 

Rp780.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 40,95% 
(empat puluh koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai 
dengan tanggal 10 Maret 2024. 

 
k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Sukuk 

Mudharabah Seri B sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan 
Nisbah sebesar 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 
(tiga) tahun sampai dengan 08 Juli 2024; dan (ii) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I 
Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Nisbah 
sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) 
tahun sampai dengan tanggal 08 Juli 2026. 

 
l. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023, yang terdiri dari: (i) Sukuk Seri A 

dalam jumlah sebesar Rp626.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar Rupiah)dengan 
Nisbah sebesar 18,467% (delapan belas koma empat enam tujuh persen) per tahun, berjangka 
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c. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp194.900.000.000,00 
(seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap 
sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai 
dengan tanggal 30 April 2025. 
 

d. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua 
ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma 
tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 
2025. 
 

e. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri B sebesar 
Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 
sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai 
dengan tanggal 17 Maret 2024; dan (ii) Obligasi Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus 
tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% 
(delapan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 
tanggal 17 Maret 2026. 

 
f. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Berkelanjutan IV 

PNM Tahap I Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga 
tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai 
dengan tanggal 10 Desember 2024; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri C sebesar 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam 
koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 
10 Desember 2024. 
 

g. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B sebesar Rp626.500.000.000,00 (enam 
ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% 
(lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 
April 2025. 

 
h. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, yang terdiri dari Seri B sebesar 

Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah), tingkat bunga sebesar 5,85% (lima 
koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 Agustus 
2025. 

 
i. Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019 sebesar 

Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 19,00% (sembilan belas 
koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 18 Juni 
2024. 

 
j. Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020, Seri B sebesar 

Rp780.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 40,95% 
(empat puluh koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai 
dengan tanggal 10 Maret 2024. 

 
k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Sukuk 

Mudharabah Seri B sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan 
Nisbah sebesar 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 
(tiga) tahun sampai dengan 08 Juli 2024; dan (ii) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I 
Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Nisbah 
sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) 
tahun sampai dengan tanggal 08 Juli 2026. 

 
l. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023, yang terdiri dari: (i) Sukuk Seri A 

dalam jumlah sebesar Rp626.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar Rupiah)dengan 
Nisbah sebesar 18,467% (delapan belas koma empat enam tujuh persen) per tahun, berjangka 
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waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari kalender sampai dengan 21 April 2024; dan (ii) Sukuk Seri B 
dalam jumlah sebesar Rp1.095.900.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan 
ratus juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 36,987% (tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh 
persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 April 2026. 

 
Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, 
pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program 
penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh 
kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun 
yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur 
yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Penawaran Umum Obligasi  
Berkelanjutan V PNM Tahap II secara paripasu, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata Indonesia. 

 
Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk tersebut yang dapat 
membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Penawaran Umum Obligasi  
Berkelanjutan V PNM Tahap II maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi  
Berkelanjutan V PNM Tahap II, mengingat Obligasi  Berkelanjutan V PNM Tahap II tidak mempunyai 
tingkatan (rank) lebih tinggi dari masing-masing obligasi dan sukuk yang masih terhutang tersebut, maka 
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing obligasi dan sukuk 
tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk. 
 

38. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK No. 
19/POJK.04/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak 
Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.  
 

39. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah 
menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut: 

 
39.1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 16 

Tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat 
 

39.2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 18 
tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta oleh Perseroan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, 
PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. 

 
39.3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 19 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan 

Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Kustodian 
Sentral Efek Indonesia dengan Perseroan. 

 
39.4. Akta Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 17 

tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta  

 
39.5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-007/OBL/KSEI/0224 tanggal 28 

Februari 2024, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian 
Sentral Efek Indonesia dan Perseroan 

 
Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum 
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen 
tersebut di atas tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya 
dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 
tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk untuk Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi. 
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Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, baik dengan Perusahaan 
Pemeringkat Efek yaitu Pefindo, Wali Amanat yaitu PT Bank Mega Tbk dan Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas. Perseroan memiliki hubungan afiliasi 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas 
karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia. 

 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 serta pendaftaran dan 
pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material 
dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. 

 
40. Perseroan telah memenuhi “persyaratan pihak” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang 
dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/POJK.04/2014”) yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling 
singkat 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi 
tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014. 
 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 telah mematuhi “persyaratan efek” 
yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) 
peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki 
oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal. 

 
41. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 

2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan 
disalurkan pada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Mengingat bahwa Penggunaan 
dana atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 berkaitan dengan 
kegiatan usaha Perseroan, sehingga dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2017 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/POJK.04/2017”) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No 42/POJK.04/2020 (“POJK No. 42/POJK.04/2020”), sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
tidak diperlukan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi atau kewajiban-kewajiban lainnya 
yang timbul berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2017 dan POJK No. 42/POJK.04/2020. 

 
Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan 
dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan 
realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penawaran umum sesuai 
dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kemudian, Perseroan diwajibkan untuk 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015. 

 
Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan 
penggunaan dana hasil Obligasi, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan 
dana hasil Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Obligasi; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi; dan (iii) 
menyampaikan hasil Rapat Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Obligasi. 

 
Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas, seluruh anggota Dewan Komisaris 
dan anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan 
penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam 
surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota 
Direksi Perseroan. 
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Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, baik dengan Perusahaan 
Pemeringkat Efek yaitu Pefindo, Wali Amanat yaitu PT Bank Mega Tbk dan Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas. Perseroan memiliki hubungan afiliasi 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas 
karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia. 

 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 serta pendaftaran dan 
pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material 
dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. 

 
40. Perseroan telah memenuhi “persyaratan pihak” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang 
dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/POJK.04/2014”) yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling 
singkat 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi 
tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014. 
 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 telah mematuhi “persyaratan efek” 
yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) 
peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki 
oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal. 

 
41. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 

2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan 
disalurkan pada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Mengingat bahwa Penggunaan 
dana atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 berkaitan dengan 
kegiatan usaha Perseroan, sehingga dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2017 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/POJK.04/2017”) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No 42/POJK.04/2020 (“POJK No. 42/POJK.04/2020”), sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
tidak diperlukan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi atau kewajiban-kewajiban lainnya 
yang timbul berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2017 dan POJK No. 42/POJK.04/2020. 

 
Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan 
dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan 
realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penawaran umum sesuai 
dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kemudian, Perseroan diwajibkan untuk 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015. 

 
Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan 
penggunaan dana hasil Obligasi, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan 
dana hasil Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Obligasi; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi; dan (iii) 
menyampaikan hasil Rapat Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Obligasi. 

 
Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas, seluruh anggota Dewan Komisaris 
dan anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan 
penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam 
surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota 
Direksi Perseroan. 

Pendapat Hukum PT Permodalan Nasional Madani     
Halaman: - 33 -  

  

42. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 85 (delapan puluh lima) perkara perdata, 
sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai 
gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang 
secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, rencana 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, sekalipun Perseroan tidak 
memenangkan perkara yang bersangkutan dan dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai tuntutan 
yang diajukan. 

 
Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak 
terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau 
gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan 
terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat 
dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di 
Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak 
terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu 
sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase 
lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai 
pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di 
Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu 
perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak 
menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak 
terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi 
Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. 
 

43. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan, antara lain mengenai pendirian dan 
anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan 
perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-
dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi 
Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, 
adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum. 

 
Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang 
independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini. 

 
Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan. 

 
Hormat kami, 
MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE  

 
 
 
 
 
 
 

Helen Joni Marsinih, S.H. 
STTD No. STTD.KH-14/PJ.1/PM.02/2023 
Tanda Pengenal Advokat No.99.10636 
Anggota HKHPM No. 200427 

 
Tembusan: 
1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia 
2. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan 
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